PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1984
TENTANG
PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKAL PINANG DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il BANGKA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa perkembangan kegiatan dan hasl-hasil pembangunan di wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat 1l Pangkal Pinang selama ini telah meningkat
dengan sangat cepat, dan pelaksanaannya telah melampaui batas wilayah
kotamadya tersebut;

b. bahwa dalam upaya untuk menjaga kelangsungan pelaksanaan pembangunan
di wilayah tersebut, serta menampung aspiras masyarakat di bidang
pembangunan, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan batas wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Pangkal Pinang dengan memasukkan sebagian
wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Bangka;

c. bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat |1 Bangka telah menyetujui
untuk menyerahkan sebagian dari daerahnya untuk keperluan perluasan
wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Pangkal Pinang;

d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, perubahan batas
wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 1l Pangka Pinang dan wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat |11 Bangka dalam lingkungan Propinsi Daerah
Tingkat | Sumatera Selatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55)
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun
1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah
Tingkat 1l termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat |
Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3037);
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4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
(Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3153);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN BATAS
WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il PANGKAL PINANG
DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT |1 BANGKA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasa 1
Daam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Kotamadya Daerah Tingkat |1 Pangkal
Pinang dan Kabupaten Daerah Tingkat |1 Bangka adalah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Pangkal
Pinang dan Kabupaten Daerah Tingkat 1| Bangka sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55). Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il termasuk
Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat | Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).

BAB 11
PERUBAHAN BATASWILAY AH
Pasal 2

D Batas-Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Pangkal Pinang diubah dengan
memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat |11 Bangka, yaitu sebagian
wilayah Kecamatan Pangkal Pinang yang melipulti:

a Seluruh Desa Tua Tunu;
b. Seluruh Desa Air Itam.

(20  Wilayah Kecamatan Pangkal Pinang yang berada di dalam lingkungan wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Bangka setelah dikurangi dengan 2 (dua) desa sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), diubah namanya menjadi Kecamatan Pangkaanbaru, yang terdiri dari :

Desa Namang Bélitik;

Desa Cambai/Jelutung;

Desa Air Mesu;

DesaTeru;

Desa Terak;

DesaDul.
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Pasal 3
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Pangka Pinang setelah diperluas dengan memasukkan
sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat | Bangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1), mempunyai batas-batas sebagai berikut:
a di sebelah Utara : Desa Selindung dan Desa Baturusa;
b. di sebelah Selatan : Desa Dul, Desa Trak, dan Desa Kace;
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C. di sebelah Timur : Laut Cina Selatan;
d. di sebelah Barat : Desa Air Duren;
sebagaimana tergambar pada peta terlampir.

Pasal 4

Untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat 1l Pangkal Pinang yang semula terdiri dari 2 (dua) wilayah Kecamatan, yaitu
Kecamatan Pangkal Pinang | dan Pangka Pinang Il, dihapus dan ditata kembali menjadi 4 (empat)
wilayah Kecamatan yaitu:
a Kecamatan Pangkal Balam, yang terdiri dari:

1 Kelurahan Ampui/Meleset;

2 Kelurahan Bogorego;

3 Kelurahan Sumberejo;

4, Kelurahan Selindung Baru;

5. Kelurahan Lembawali;

6 Kelurahan Gabek I;

7 Kelurahan Gabek I1;

8 Kelurahan Pasir Garam;

0. Kelurahan Pangkal Arang;

10.  Kelurahan Pangka Balam,

11.  Kelurahan Lentong/Pancur;

12.  Keurahan Air Selan;

13.  Kelurahan Rangkui.
b. Kecamatan Taman Sari, yang terdiri dari:

1 Kelurahan Menteri Urip;

2 Kelurahan Bukit Baru;

3 Kelurahan Bukit Lamg;

4, Kelurahan Bukit Merapin,

5. Kelurahan Belakang Tangsi;

6 Kelurahan Depati Barin,

7 Kelurahan Raden Abdullah;

8 Kelurahan R.E. Martadinata;

0. Kelurahan Batin Tikal,

10. Kelurahan Bukit Tani;

11.  Kelurahan Sisingamangarga;

12. Desa Tua Tunu;

13. Kelurahan Jalan A. Y ani;

14.  Kelurahan Jalan Trem/Seberang;

15.  Kelurahan Jalan Jenderal Sudirman;

16.  Kelurahan Gedung Nasiond I;

17.  Kelurahan Gedung Nasiond Il;

18.  Keurahan Pdipur;

19.  Keurahan Jalan Balai;

20.  Kelurahan Jdan Kejaksaan;

21.  Kelurahan Kacang Pedang I;

22.  Kelurahan Kacang Pedang I1.
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(1)
(2)
3

(4)
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(D)

Kecamatan Rangkui, yang terdiri dari:
Kelurahan Pintu Air Atas;
Kelurahan Pintu Air Bawah;
Kelurahan Asam;

Kelurahan Keramet;
Kelurahan Melintang;
Kelurahan Parit Ulang;
Kelurahan Bintang Dalam;
Kelurahan Jalan Mayor Muhidin;
Kelurahan Jalan Megjid Jamik;
10.  Kelurahan Komplek Pasar;
11.  Keurahan Bintang;

12.  Keurahan Gudang Padi;

13. Kelurahan Pasir Putih.
Kecamatan Bukit Intan, yang terdiri dari:
Kelurahan Semabung Baru I;
Kelurahan Semabung Baru I1;
Kelurahan Bukit Intan I;
Kelurahan Bukit Intan I1;
Kelurahan Bukit Besar |;
Kelurahan Bukit Besar 11;
Kelurahan Sriwijaya;

Desa Air Itam;

Desa Bacang;

Kelurahan Semabung Lama.
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Pasal 5
Pusat Pemerintahan Kecamatan Pangkalanbaru berkedudukan di Desa Dul.
Pusat Pemerintahan Kecamatan Pangka Balam berkedudukan di Kelurahan Gabek |I.
Pusat Pemerintahan Kecamatan Tamansari berkedudukan di Kelurahan Gedung Nasiona
.
Pusat Pemerintahan Kecamatan Rangkui berkedudukan di Kelurahan Bintang Dalam.
Pusat Pemerintahan Kecamatan Bukit Intan berkedudukan di Kelurahan Semabung Baru
.

BAB 111
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6
Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tingkat 11 Bangka yang telah berlaku
dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap
berlaku bagi desa-desa yang semula merupakan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Bangka dan dengan Peraturan Pemerintah ini dimasukkan ke dalam wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat 11 Pangkal Pinang, sampai diubah dan diatur kembali berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini.
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